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PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili
permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat Pertama
menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini atas permohonan yang

diajukan oleh :

LANNY NOFIATI
beralamat di JI. Gading Riviera Ill, PF-28/3, RT. 001/ RW. 024, Kel. Pegangsaan
Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya : Nanang Syaiful Ghozi, S.HI, M.H, Advokat dan Konsultan Hukum
pada Kantor Hukum Nanang & Partners, beralamat di Gedung Menara Dakwah,
Lantai 3, JI. Kramat Raya No. 45, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2020, selanjutnya disebut :

PEMOHON;
Terhadap:
PT. HANSON INTERNATIONAL, Thk.
Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Mayapada Tower,
Lantai 21, JI. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan 12920, DKI Jakarta,
dalam hal ini diwakili oleh Direktur : Benny Tjokrosaputro, memberi kuasa
Kepada : DR. (C) Bob Hasan, S.H.,M.H dan kawan-kawan, para Advokat dan /
atau Konsultan Hukum pada Kantor Bob Hasan & Partners, alamat di Jalan
Kalipasir No.17 Kelurahan Kebun Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020, selanjutnya

disebut: TERMOHON PKPU,

Pengadilan Niaga tersebut;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Dasctamer
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Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; ----«----s---sa-eeeeen

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon PKPU dan Termohon PKPU;-

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dalam surat permohonannya
tanggal 10 Februari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah Register Nomor 29/Pdt.Sus-

PKPU/ 2020/PN.Niaga JktPst, tanggal 10 Februari 2020, telah

mengemukakan hal — hal sebagai berikut:

L. TENTANG HUBUNGAN HUKUM MAUPUN KEDUDUKAN HUKUM
ANTARA PEMOHON PKPU DAN TERMOHON PKPU;

1. Bahwa PEMOHON PKPU adalah Subjek Hukum berupa Pribadi
Perorangan sehingga sah bertindak selaku PEMOHON PKPU dalam
Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPUY,-==s=s=eesnens

2. Bahwa TERMOHON PKPU sebagai suatu Perseroan Terbatas adalah

selaku Peminjam Dana yang sebelumnya telah diberikan oleh PEMOHON

PKPU kepada TERMOHON PKPU sehingganya dalam__hal ini

3. Bahwa sebelumnya antara PEMOHON PKPU selaku KREDITOR dan
TERMOHON PKPU selaku DEBITOR telah mengikatkan diri ke dalam
suatu hubungan hukum berdasarkan Surat Peranjian Hutang Nomor
3616/HI-RPH/X/FR-HD/2019 tertanggal 17 Oktober 2019 dengan jangka
wakiu perjanjian selama 3 (tiga) bulan, hal mana berdasarkan Perjanjian a
quo, TERMOHON PKPU telah menerima dana sejumlah Rp. 700.000.000,-

(Tujuh ratus juta rupiah) dari PEMOHON PKPU;

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
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antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU;-- - -seseemmmsmmmamanmmenan

. TENTANG ADANYA UTANG TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON

PKPU YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH;

dilaksanakan 1 (satu) kali pembayaran untuk periode November 2019,

€| 7 N er 2019 U

* Untuk Periode Desember 2019, tepatnya jatuh tempo pada tanggal
17 Desember 2019, TERMOHON PKPU telah berhenti membayar
kewajiban utang kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp. 6.041.096,-

* Untuk Periode Januari 2020, tepatnya jatuh tempo pada tanggal 17

Januari 2020, TERMOHON PKPU telah berhenti membayar
kewajiban k PEMOHON PKPU sebe . 6.242.466,-

5. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Perjanjian Hutang a quo,
TERMOHON PKPU berkewajiban untuk mengembalikan seluruh dana
PEMOHON PKPU, baik berupa Nilai Pokok (in-casu sebesar Rp.

700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) beserta Imbalan/ Bunga yakni

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
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sebesar Rp. 6.041.096,- (Enam juta Empat puluh satu ribu Sembilan
puluh enam rupiah) untuk periode Desember 2019 ditambah
Rp. 6.242.466,- (Enam juta Dua ratus empat puluh dua ribu Empat
ratus enam puluh enam rupiah) untuk periode Januari 2020

sebagaimana vyang diperjanjikan antara PEMOHON PKPU dengan

TERMOHON PKPU;

6. Bahwa berdasarkan perhitungan PEMOHON PKPU sampai dengan saat

permohonan PKPU ini diajukan, TERMOHON PKPU masih memiliki

7. Bahwa selanjutnya PEMOHON PKPU meminta TERMOHON PKPU untuk
segera membayar kewajiban utangnya kepada PEMOHON PKPU, hal
mana sampai dengan Surat Teguran Hukum ke-ll (Kedua) dan terakhir
Nomor 012/Som/NGP/2020 tertanggal 27 Januari 2020 yang telah
dikirimkan oleh Kuasa Hukum PEMOHON PKPU kepada TERMOHON
PKPU yaitu dengan batas waktu terhitung 5 (lima) hari kalender sejak
Surat Somasi/ Teguran Hukum ke-ll (Kedua) dan terakhir a quo
diserahkan pada tanggal 27 Januari 2020 sehingga batas waktu

terakhir pemenuhan kewajiban utang PT. HANSON INTERNATIONAL,

Thbk. in-casu TERMOHON PKPU adalah pada tanggal 31 Januari 2020,

tersebut sehingga berdasarkan perhitungan PEMOHON PKPU sampai
permohonan PKPU a quo diajukan, total kewajiban utang TERMOHON
PKPU kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp. 712.283,562,- (Tujuh ratus
dua_ belas juta_Dua_ratus_delapan_puluh tiga ribu_Lima_ratus_enam
puluh dua rupiah) adalah sebagal utang yang telah jatuh tempo dan

dapat ditagih;

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
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8. Bahwa terkait dengan tunggakan kewajiban utang TERMOHON PKPU
kepada PEMOHON PKPU, maka PEMOHON PKPU dengan
berlandaskan iktikad baik (good faith) juga telah pernah secara resmi
mengundang TERMOHON PKPU guna membicarakan penyelesaian
kewajiban utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU
berdasarkan Surat Nomor 013/Som/NGP/2020 tertanggal 03 Februari
2020 yang telah disampaikan oleh PEMOHON PKPU kepada
TERMOHON PKPU, akan tetapi sampai dengan permohonan PKPU a

quo diajukan, TERMOHON PKPU tidak dapat memenuhi kewajiban

utangnya sebagaimana yang diharapkan oleh PEMOHON PKPU; --------

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU:;

ll. PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT
MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG TELAH JATUH TEMPO
DAN DAPAT DITAGIH;

9. Bahwa berdasarkan berdasarkan uraian tersebut diatas, serta berdasarkan
Ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU diatur

bahwa:“Kredito

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
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perdamaian_yang meliputi _tawaran _pembayaran sebagian atau seluruh

wang kepada Kreditornya”,
10. Bahwa berdasarkan surat peringatan/ teguran hukum (somasi) yang
sebelumnya telah dikinmkan oleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON
PKPU, dapat diketahui bahwa PEMOHON PKPU telah berulang kali

melakukan upaya penagihan kepada TERMOHON PKPU. Sehingga, telah

terbukti bahwa TERMOHON PKPU sudah tidak dapat lagi melanjutkan

ditagih. Hal itu sebagaimana dapat PEMOHON PKPU buktikan

berdasarkan surat peringatan / teguran hukum (somasi) maupun surat
undangan penyelesaian kewajiban utang yang telah PEMOHON PKPU
kirimkan kepada TERMOHON PKPU sebagai berikut -s-eesseeeemeremmenenenaens
. Surat Nomor: 011/Som/NGP/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang
ditujukan kepada PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk. in-casu
TERMOHON PKPU perihal Surat Teguran Hukum ke-l (kesatu);---—-
Il. Surat Nomor: 012/Som/NGP/2020 tertanggal 27 Januari 2020 yang
ditujukan kepada PT. HANSON INTERNATIONAL, Thk. in-casu

TERMOHON PKPU perihal Surat Teguran Hukum ke-Il (kedua) dan

Terakhir;
Hl. Surat Nomor: 013/Som/NGP/2020 tertanggal 03 Februari 2020 yang
ditujukan kepada PT. HANSON INTERNATIONAL, Thk. in-casu

TERMOHON PKPU perihal Surat Undangan Penyelesaian

Kewajiban Utang;

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
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11. Bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU a quo, upaya-
upaya penagihan yang telah dilakukan oleh PEMOHON PKPU yang
dityjukan kepada TERMOHON PKPU a quo, tetap tidak mendapatkan

tanggapan yang konkret dan berarti mengenai kepastian akan pelunasan

piutang yang diharapkan oleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON

melalui Penundaan K jiban Pembayaran Utang (PK terhai

12. Bahwa oleh karena itu berdasarkan Ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan Pasal
222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU,
PEMOHON PKPU dengan ini mengajukan Permohonan PKPU a quo
terhadap TERMOHON PKPU dengan tujuan untuk memberikan
kesempatan kepada TERMOHON PKPU untuk mengajukan sebuah
rencana perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran-penawaran
pembayaran atau skema restrukwrisasi utang yang komprehensif dan

berkepastian hukum kepada Para Kreditornya termasuk kepada

PEMOHON PKPU;

bayar utangn telah jatuh tempo dan dapat ih, == e eemeee

IV. TENTANG ADANYA KREDITOR LAIN DARI TERMOHON PKPU;--=-===n=--

pembuktian dalam perkara a quo_nantinya, yakni;--------------ersszsseesunss

* RIZKY SUSANTI, Pribadi Perorangan, beralamat di Seaview

Condominium, Green Bay Tower J, Lantai 18, RT. 008/ RW. 010, Kel.

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
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Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, yakni berdasarkan

tertanggal 17 September 2019 dan Surat Perjanjian Hutang Nomor
3352/HI-RPH/XIFR-HD/2019 tertanggal 02 Oktober 2019, hal mana
berdasarkan Perjanjian-perjanjian a quo, TERMOHON PKPU juga

mempunyai kewajiban utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
masing-masing atas Nilai Pokok Utang sebesar Rp. 500.000.000,-
(Lima ratus juta rupiah) dan Nilai Pokok Utang sebesar

Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah);

Bahwa tentang adanya Kreditor lainnya dari TERMOHON PKPU

sebagaimana yang telah PEMOHON PKPU uraikan di atas, maka

lebih dari satu Kreditor serta salah satu utangnya telah jatuh

V. TENTANG PERMOHONAN PKPU OLEH PEMOHON PKPU TERHADAP
TERMOHON PKPU

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan PKPU a
quo telah memenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan

PKPU yaitu:
*  “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau
Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.” (vide: Pasal 1
ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);-==-=sesnex-
*  “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau

undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.”
Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
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(vide: Pasal 1 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

PKPU);

*  “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam
jumiah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang
asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari
atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan
yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenthi memberi hak
kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya daif harta kekayaan

Debitor.” (vide: Pasal 1 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan PKPU);
*  “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar
lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuly waktu dan dapat ditagih,
dinyatakan  pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas
permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih

kreditornya.” (vide: Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan PKPU);
*  “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang
mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.” (vide: Pasal
222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);------
* Permohonan PKPU a quo diajukan dan ditandatangani oleh
PEMOHON PKPU dan Advokatnya.” (vide: Pasal 224 ayat (1) UU No.

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);

*  “Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam
waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya
surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban
pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim

Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
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pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor.” (vide: Pasal
225 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);------
15. PEMOHON PKPU selaku Kreditor mempunyai dasar dan alasan yang kuat

untuk memperkirakan, bahkan sudah PEMOHON PKPU buktikan bahwa

agih (vide: Pasal 222 ayat (3) UU

Kepailitan dan PKPU) karena pada faktanya TERMOHON PKPU
mengetahui dan sadar akan adanya kewajiban utang tersebut namun
TERMOHON PKPU telah lalai dalam melaksanakan kewajiban utangnya
sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban utangnya sebagaimana

yang telah diperjanjikan kepada PEMOHON PKPU;

VI. TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN DAN
PENGANGKATAN PENGURUS;

16. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU a quo, maka PEMOHON
PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa
dan mengadili perkara PKPU a quo agar berkenan menunjuk Hakim
Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

serta mengangkat Saudara:

*  MUHAMMAD DENI, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP)
Nomor AHU.AH.04.03-89 tertanggal 11 April 2016, beralamat kantor
terdaftar di Law Office Batubara & Bels (B&BELS), Apartemen
Kebagusan City Tower C Lantai Dasar No. KC-30 Ji. Baung,
Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, DKI JAKAMA;==-s==sesesessmresesseresens

* RINALDI, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian

Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat

Hal 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
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Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU-95
AH.04,03-2019 tertanggal 2 April 2019, beralamat kantor terdaftar di

Gedung Trio, Lantai 2, Ruang 203, JIl. Mampang Prapatan Raya No. 17

EF, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
* ENRIKO SIMANJUNTAK, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana Sural Bukii Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP)
Nomor AHU.AH.04,03-54 tentanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor

terdaftar di Kantor Hukum NRM & Enriko Law Office, JI. Kayu Barat

53A, Kayu Putih, Jakarta 13210; dan;
* RISKI MARULI, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP)
Nomor AHU.AH.04.03-47 tentanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor
terdaftar di Pondok Tirta Mandala, Blok D No. 1&2, Depok, Jawa Barat;
Sebagai Tim Pengurus dalam perkara a quo, dan untuk selanjutnya
sebagai Tim Kurator dalam hal TERMOHON PKPU/ DEBITOR

dinyatakan Pailit;

17. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU

Kepailitan dan PKPU, Pengurus yang kami ajukan akan mengeluarkan

Surat Pernyataan Kesediaan untuk diangkat sebagai Pengurus PKPU a

dari_permohonan PKPU a quo, hal mana di dalam Surat Pernyataan
Kesediaan untuk diangkat sebagai Pengurus PKPU a quo nantinya telah
pula menyatakan independensinya sebagai Pengurus dan tidak mempunyai
bentran kepentingan dengan TERMOHON PKPU maupun PEMOHON

PKPU serta pada saat surat pernyataan kesediaan untuk diangkat sebagai
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Pengurus a quo dibuat yang bersangkutan tidak sedang menangani lebih

dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON PKPU mohon kepada Yang
Terhormat Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q.
Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan
memberikan putusan sesuai yang PEMOHON PKPU mohonkan, sebagai

berikut:

MENGADILI
1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU terhadap PT. HANSON
INTERNATIONAL, Tbk. selaku TERMOHON PKPU;=msemmeeeescamemeemenamea -
2. Memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara
terhadap PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk. selaku TERMOHON
PKPU, untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak

putusan PKPU a quo diucapkan;

3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) & quO;-------==--=s--=-

4. Mengangkat Saudara:

* MUHAMMAD DENI, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar
di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP)
Nomor AHU.AH.04.03-89 tertanggal 11 April 2016, beralamat kantor
terdaftar di Law Office Batubara & Bels (B&BELS), Apartemen

Kebagusan City Tower C Lantai Dasar No. KC-30 Jl. Baung,

Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, DK Jakarta; -=-—-s=-=s=s=s=s=msssmasemss
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Dactmmer
Kopanteraan Uankaman Agusg Depabih anink Nhommas paing Ak irar sebagar Destih homisan Mars anah Agung ittt pelapanes pubih Sanspamss dan s usteite
Namue ferman AN S 1AL JENgIN BALBY S50 Ml NnaN AOMAY yang , o
Dalam haf Anca Sormas yang miva i a da nemun ke Marhnr o Agung R melalis

Halaman 12

Emal bupanteraan@maniamhegeng 00 Tew 021389 3044 jent 318

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. hk
P

hagung.go.id

* RINALDI, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian
Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat
Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU-95
AH.04.03-2019 tertanggal 2 April 2019, beralamat kantor terdaftar di

Gedung Trio, Lantai 2, Ruang 203, JI. Mampang Prapatan Raya No. 17

EF, Jakara Selatan, DK| Jakarta;
* ENRIKO SIMANJUNTAK, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP)
Nomor AHU.AH.04.03-54 tertanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor

terdaftar di Kantor Hukum NRM & Enriko Law Office, JI. Kayu Barat

53A, Kayu Putih, Jakarta 13210 dan;
* RISKI MARULI, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana Sural Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP)
Nomor AHU.AH.04.03-47 tertanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor
terdaftar di Pondok Tina Mandala, Blok D No. 1&2, Depok, Jawa Barat;
sebagai Tim Pengurus dalam perkara a quo, selanjutnya sebagai Tim

Kurator dalam hal TERMOHON PKPU/ DEBITOR dinyatakan Pailit;---------

o

Memerintahkan Pengurus yang diangkat untuk memanggil TERMOHON
PKPU/ DEBITOR in-casu PT. HANSON INTERNATIONAL, Thk. serta
Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk
menghadap dalam Sidang Rapat Permusyawaratan Hakim yang
diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung
sejak tanggal Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang a quo

diucapkan;

6. Membebankan seluruh biaya perkara kepada TERMOHON PKPU;-=-z=s-=--
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atau : apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, Kami
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 88quo et DOrQ);--=-=«=-=s=sswsmeeseresmmecrens

Menimbang, bahwa pada wakw persidangan yang telah ditetapkan,
Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU telah hadir di persidangan
dan Majelis Hakim telah menganjurkan kedua belah pihak agar menyelesaikan

perselisihan diantara mereka dengan damai;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Pemohon PKPU membacakan
permohonannya, selanjutnya Kuasa Pemohon PKPU menyatakan tidak ada

perubahan dan menyatakan tetap pada permohonannya; ---------esseeeeameececnens

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon PKPU tersebut,
Termohon PKPU telah mengajukan jawaban tanggal 20 Februari 2020, yang

berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa jawaban TERMOHON PKPU dalam Eksepsi ini menyatakan
menolak seluruh dalil-dalil maupun uraian dalam Permohonan PKPU yang
diajukan oleh PEMOHON PKPU sehingga dalam hal ini TERMOHON
PKPU menyampaikan jawaban dalam Eksepsi berdasarkan alasan-alasan
hukum sebagai berikut:

I.  EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI ABSOLUT DAN RELATIF
(KOMPETENSI ABSOLUT DAN RELATIF) KARENA PERKARA
ANTARA PEMOHON PKPU DENGAN TERMOHON PKPU ADALAH
MERUPAKAN KUALIFIKASI PERKARA WANPRESTASI YANG SUDAH
SEHARUSNYA BUKANLAH MENJADI KEWENANGAN MENGADILI
PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT,
MELAINKAN KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN;

1. Bahwa setelah TERMOHON PKPU mencermat dalil maupun uraian dalam
Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU kepada
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TERMOHON PKPU, maka secara nyata, jelas dan tidak terbantahkan
bahwa klasifikasi perkara a quo merupakan perkara wanprestasi,

2. Bahwa sebagaimana diketahui, TERMOHON PKPU berdomisili_di

viayapadea OWe anta nara airman_iKa O JaKaria

gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh karenanya
menjadi tidak tepat apabila PEMOHON PKPU mengajukan gugatannya di

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

3. Bahwa Ipso Jure, PEMOHON PKPU telah keliru dalam mengajukan
Permohonan PKPU kepada TERMOHON PKPU melalui Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Permohonan PKPU a
quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Il.  EKSEPSI PREMATUR KARENA TERMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN
MASIH DAPAT MEMENUHI KEWAJIBAN UTANGNYA YANG TELAH
JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH DI KEMUDIAN HARI KEPADA
LANNY NOFIATI IN-CASU PEMOHON PKPU MAUPUN KEPADA RIZKY
SUSANTI IN-CASU KREDITOR LAINNYA DARI PEMOHON PKPU,
OLEH KARENA KEADAAN BERHENTI MEMBAYAR/
KETIDAKMAMPUAN MEMBAYAR/ KONDISI GAGAL BAYAR DARI
TERMOHON PKPU KEPADA LANNY NOFIATI IN-CASU PEMOHON
PKPU MAUPUN KEPADA RIZKY SUSANTI IN-CASU KREDITOR
LAINNYA DARI PEMOHON PKPU BARU TERJADI DALAM BEBERAPA
BULAN BELAKANGAN SAJA SEBELUM PERMOHONAN PKPU A

QUO DIAJUKAN;
4.
beberapa bulan belakangan saja olen karena sampal dengan Periode
November 2019, pembayaran imbalan/ bunga sebagaimana yang
Hal 15 dari 39 hal. 1 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
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diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Hutang Nomor 3616/HI-
RPHIXIFR-HD/2019 tertanggal 17 Oktober 2019 dengan jangka waktu
perjanjian selama 3 (tiga) bulan a quo telah berjalan secara lancar;

6. Bahwa TERMOHON PKPU memperkirakan masih dapat memenuhi
kewajiban utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih di kemudian
hari kepada LANNY NOFIATI in-casu PEMOHON PKPU maupun kepada
RIZKY SUSANTI in-casu KREDITOR LAINNYA dari PEMOHON PKPU,
apabila kondisi keuangan (finansial) TERMOHON PKPU terpulihkan
sehingga dapat memenuhi kewajiban utang yang telah jatuh tempo dan
dapat ditagih a quo kepada PEMOHON PKPU maupun KREDITOR
LAINNYA dari TERMOHON PKPU;

7. Bahwa dengan demikian, secara nyata, jelas dan tidak terbantahkan
bahwa PEMOHON PKPU masih beriktikad baik (good faith) untuk
memenuhi_kewajiban utangnya kepada PEMOHON PKPU maupun
kepada Kreditor Lainnya di kemudian hari, sehingga menjadi prematur
apabila saat ini PEMOHON PKPU mengajukan Permohonan PKPU
kepada TERMOHON PKPU;

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Permohonan PKPU a
quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum TERMOHON PKPU menyampaikan jawaban dalam Pokok
Perkara, terlebih dahulu TERMOHON PKPU meminta kepada Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Jjawaban

Hal 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
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TERMOHON PKPU dalam Eksepsi sebelumnya, juga dianggap sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini.

Bahwa jawaban TERMOHON PKPU dalam Pokok Perkara ini juga
menyatakan menolak seluruh dalil-dalil maupun uraian dalam Permohonan
PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU kecuali hal-hal yang diakui
oleh TERMOHON PKPU secara tegas-tegas dalam jawaban TERMOHON
PKPU ini sehingga dalam hal ini TERMOHON PKPU menyampaikan
jawaban dalam Pokok Perkara berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai
berikut:

I. TERMOHON PKPU MENGAKUI ADANYA KEWAJIBAN UTANG YANG
TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH KEPADA LANNY NOFIATI
IN-CASU PEMOHON PKPU MAUPUN KEPADA RIZKY SUSANTI IN-
CASU KREDITOR LAINNYA DARI PEMOHON PKPU, AKAN TETAPI
KEWAJIBAN UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT
DITAGIH A QUO BELUM DAPAT DIPENUHI OLEH TERMOHON PKPU
KEPADA PARA KREDITORNYA KARENA SAAT INI KONDISI
KEUANGAN (FINANSIAL) TERMOHON PKPU TERGANGGU SEHINGGA
BELUM MEMUNGKINKAN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN UTANG
YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH A QUO KEPADA
PEMOHON PKPU MAUPUN KREDITOR LAINNYA DARI TERMOHON
PKPU;

1. Bahwa TERMOHON PKPU mengakui adanya kewajiban utang yang telah
jatuh tempo dan dapat ditagih kepada LANNY NOFIATI in-casu PEMOHON
PKPU maupun kepada RIZKY SUSANTI in-casu KREDITOR LAINNYA dari
PEMOHON PKPU, akan tetapi kewajiban utang yang telah jatuh tempo dan
dapat ditagih a quo belum dapat dipenuhi oleh TERMOHON PKPU kepada
Para Kreditornya karena saat ini kondisi keuangan (finansial) TERMOHON
PKPU  terganggu sehingga belum memungkinkan untuk memenuhi
kewajiban utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih a quo kepada
PEMOHON PKPU maupun KREDITOR LAINNYA dari TERMOHON PKPU;

2. Bahwa TERMOHON PKPU mengakui adanya kewajiban utang yang telah
jatuh tempo dan dapat ditagih a quo oleh karena TERMOHON PKPU
secara beriktikad baik (good faith) masih memperkirakan akan dapat
memenuhi kewajiban utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Hal 17 dari 39 hal. 1 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
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kepada PEMOHON PKPU maupun KREDITOR LAINNYA dari TERMOHON
PKPU di kemudian hari;

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak Permohonan PKPU a quo
atau setidak-tidaknya menangguhkan Permohonan PKPU a quo sampai
dengan terpulihkannya kondisi keuangan (finansial) TERMOHON PKPU
sehingga semua kewajiban utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih a
quo dapat dibayarkan oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU
maupun KREDITOR LAINNYA dari TERMOHON PKPU;

. KEWAJIBAN UTANG TERMOHON PKPU KEPADA LANNY NOFIATI IN-
CASU PEMOHON PKPU MAUPUN KEPADA RIZKY SUSANTI IN-CASU
KREDITOR LAINNYA DARI PEMOHON PKPU SEBELUMNYA SAMPAI
DENGAN BULAN NOVEMBER 2019 MASIH DAPAT DIBAYARKAN
OLEH TERMOHON PKPU, SEHINGGA SUDAH SEHARUSNYA MAJELIS
HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI DAPAT
MENOLAK PERMOHONAN PKPU A QUO ATAU SETIDAK-TIDAKNYA
MENANGGUHKAN PERMOHONAN PKPU A QUO SAMPAI DENGAN
TERPULIHKANNYA KONDISI KEUANGAN (FINANSIAL) TERMOHON
PKPU SEHINGGA SEMUA KEWAJIBAN UTANG YANG TELAH JATUH
TEMPO DAN DAPAT DITAGIH A QUO DAPAT DIBAYARKAN OLEH
TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU MAUPUN KREDITOR
LAINNYA DARI TERMOHON PKPU;

’ ’ " 019 masih dapat diba ;
TERMOHON PKPU secara lancar, sehingga sudah seharusnya Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menolak
Permohonan PKPU a quo atau setidak-tidaknya menangguhkan
Permohonan PKPU a quo sampai dengan terpulihkannya kondisi keuangan
(finansial) TERMOHON PKPU sehingga semua kewajiban utang yang telah
jatuh tempo dan dapat ditagih a quo dapat dibayarkan oleh TERMOHON
PKPU kepada PEMOHON PKPU maupun KREDITOR LAINNYA dari
TERMOHON PKPU;

Hal 18 dari 39 hal. 1 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
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4. Bahwa dengan telah pernah dibayarkannya kewajiban utang TERMOHON
PKPU kepada PEMOHON PKPU maupun KREDITOR LAINNYA dari
PEMOHON PKPU sampai dengan Periode November 2019 sehingga

P e b ad_bail fe masih tetap berusaha untuk

memenuhi kewajiban utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih a quo

kepada PEMOHON PKPU maupun KREDITOR LAINNYA dari TERMOHON
Hi 1T IN

dan _memoenkan giSpensa NAK Kepada

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak Permohonan PKPU a quo
atau setidak-tidaknya menangguhkan Permohonan PKPU a quo sampai
dengan terpulihkannya kondisi keuangan (finansial)l TERMOHON PKPU
sehingga semua kewajiban utang yang telah jawh tempo dan dapat ditagih a
quo dapat dibayarkan oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU
maupun KREDITOR LAINNYA dari TERMOHON PKPU;

5. Bahwa apabila ternyata Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini pada akhirnya menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh
PEMOHON PKPU atau setidaknya-tidaknya menangguhkan Permohonan
PKPU a quo atay menyatakan Permohonan PKPU a quo tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka TERMOHON PKPU
memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
agar PEMOHON PKPU dibebankan biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil berupa alasan-alasan hukum sebagaimana yang
telah diuraikan oleh TERMOHON PKPU, baik dalam Eksepsi maupun dalam
Pokok Perkara ini, maka TERMOHON PKPU memohon kepada Yang
Terhormat Maijelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar
menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimohonkan oleh TERMOHON PKPU
sebagai berikut:

Hal 19 dari 39 hal Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
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. dalam EKSEPSkE
* Menyatakan Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON
PKPU tidak dapat diterima (Niet Ontvantkelijke Verklaard);

Il. dalam POKOK PERKARA!:

1. Menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU
untuk  seluruhnya atau tidak-tidakny gguhkan
Permohonan PKPU a quo sampai dengan terpulihkannya kondisi
keuangan (finansial) TERMOHON PKPU sehingga semua
kewajiban utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih a quo
dapat dibayarkan oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON
PKPU maupun KREDITOR LAINNYA dari TERMOHON PKPU;

2. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON PKPU.

atau apabila Yang Terhommat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono).

Menimbang, bahwa uniuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon

PKPU telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu |dentitas / KTP Pemohon PKPU, diberi

fanda : P. 1;

2. 1 (satu) set foto copy Bukti Perjanjian Hutang No. 3616/HI-RPH/X/FR-
HD/2019 sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah), diberi tanda :

P&

3. 1 (satu) lembar foto copy Bukii Ringkasan Perjanjian Hutang RPH No.
3616/HI-RPH/X/FR-HD/2019 sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta

rupiah), diberi tanda : P. 3;

4. 1 (satu) set foto copy Bukii No. 011/Som/NGP/2020 tentang Surat Teguran

Hukum Ke - 1 (Pertama) dan Pemberian Batas Waktu Untuk Pemenuhan

Hal 20 dari 39 hal 1 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
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Kewajiban Hutang PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk., Pada Tanggal 20

Januari 2020, diberi tanda : P. 4;

5. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Tanda Terima penerimaan Surat Teguran
Hukum Ke — 1 (Pertama) dan Pemberian Batas Waktu Untuk Pemenuhan

Kewajiban Hutang PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk, diberi tanda : P. 5;

6. 2 (dua) lembar foto copy Bukti No. 012/Som/NGP/2020 tentang Surat
Teguran Hukum Ke - 2 (Kedua) dan Pemberian Batas Wakwu Untuk
Pemenuhan Kewajiban Hutang PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk., Pada

Tanggal 27 Januari 2020, diberi tanda : P. 6;

7. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Tanda Terima penerimaan Surat Teguran
Hukum Ke — 2 (Kedua) dan Pemberian Batas Waktu Untuk Pemenuhan

Kewaijiban Hutang PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk, diberi tanda : P. 7;

8. 2 (dua) lembar foto copy Buki No. 013/Som/NGP/2020 tentang Sural
Undangan  Penyelesaian  Kewajiban Hutang PT.  HANSON

INTERNATIONAL, Thk., Pada Tanggal 03 Februari 2020, diberi tanda : P. 8;

9. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Tanda Terima penerimaan Surat Undangan
Penyelesaian Kewajiban Hutang PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk,

diberi tanda : P. 9;

10. 1 (satu) lembar foto copy Bukti berupa Asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator
dan Pengurus (SBPKP) atas nama MUHAMMAD DENI, S.H., M.H., Nomor

AHU.AH.04.03-89 tertanggal 11 April 2016, diberi tanda : P, 10;ss-ssssreeeneneen

11. 1 (saw) lembar foto copy Bukii berupa Surat Kesediaan untuk diangkat
sebagai Pengurus dan/ Kurator PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk. yang
wrut serta memuat Pemyataan Independensi, Tidak Mempunyai Benturan

Kepentingan, dan Tidak Sedang Menangani Lebih dari 3 (tiga) Perkara

Hal 21 dari 39 hal Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
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PKPU dan/ atau Pailit atas nama MUHAMMAD DENI, S.H., M.H, diberi

tanda : P.11;

12. 1 (satu) lembar foto copy Bukti berupa Asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator
dan Pengurus (SBPKP) atas nama RINALDI, S.H., Nomor AHU-95

AH.04.03-2019 tertanggal 2 April 2019, diberi tanda : P, 12;---s-s-sesssemeessens-

13. 1 (satu) lembar foto copy Bukti berupa Surat Kesediaan untuk diangkat
sebagai Pengurus dan/ Kurator PT. HANSON INTERNATIONAL, Thk. yang
turut serta memuat Pemyataan Independensi, Tidak Mempunyai Benturan
Kepentingan, dan Tidak Sedang Menangani Lebih dari 3 (lga) Perkara

PKPU dan/ atau Pailit atas nama RINALDI, S.H, diberi tanda : P, 13;----------

14. 1 (satu) lembar foto copy Bukti berupa Asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator
dan Pengurus (SBPKP) atas nama ENRIKO SIMANJUNTAK, S.H., Nomor

AHU.AH.04.03-54 tertanggal 29 Maret 2016, diberi tanda : P. 14;«-esasseeeennan

15. 1 (satu) lembar foto copy Bukti berupa Surat Kesediaan untuk diangkat
sebagai Pengurus dan/ Kurator PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk. yang
twrut serta memuat Pemyataan Independensi, Tidak Mempunyai Benturan
Kepentingan, dan Tidak Sedang Menangani Lebih dari 3 (tiga) Perkara
PKPU dan/ atau Pailit atas nama ENRIKO SIMANJUNTAK, S.H, diberi

tanda : P. 15;

16. 1 (satu) lembar foto copy Bukti berupa Asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator
dan Pengurus (SBPKP) atas nama RISKI MARULI, S.H., Nomor

AHU.AH.04.03-47 tertanggal 29 Maret 2016, diberi tanda : P. 16;-——---——-—--

17. 1 (satu) lembar foto copy Bukii berupa Surat Kesediaan untuk diangkat
sebagai Pengurus dan/ Kurator PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk. yang

rut serta memuat Pemyataan Independensi, Tidak Mempunyai Benturan

Hal 22 dari 39 hal Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
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Kepentingan, dan Tidak Sedang Menangani Lebih dari 3 (tiga) Perkara

PKPU dan/ atau Pailit atas nama RISKI MARULI, S.H, diberi tanda : P. 17;--

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon PKPU telah diberi
meterai secukupnya dan seluruh bukti surat Pemohon PKPU telah disesuaikan

dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kreditor Lain telah mengajukan bukti surat berupa :---

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Identitas / KTP Kreditur Lain (KL) Dalam

PKPU, diberi tanda ; KL. 1;

2. 1 (satu) set fotocopy Bukti Perjanjian Hutang No. 3129/HI-RPH/IX/FR-

HD/2019 tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima

ratus juta rupiah), diberi tanda : KL. 2;

3. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Ringkasan Perjanjian Hutang RPH No.
3129/HI-RPH/IX/FR-HD/2019, tanggal 17 September 2019 sebesar

Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), diberi tanda : KL. 3; -=ssesnseueens

4. 1 (satu) set fotocopy Bukti Perjanjian Hutang No. 3352/HI-RPH/X/FR-
HD/2019, tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus

juta rupiah), diberi tanda : KL. 4;

5. 1 (saw) lembar fotocopy Bukii Ringkasan Perjanjian Hutang RPH No.
3352/HI-RPH/X/FR-HD/2019, tanggal 02 Oktober 2019 sebesar

Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah), diberi tanda : KL. 5; ~-s-seeeeeeeen

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Kreditor Lain telah diberi meterai
secukupnya dan seluruh bukti surat Krditor Lain telah disesuaikan dengan

aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon PKPU

telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal 23 dari 39 hal Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
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1. 1 (satu) set foto copy Bukti Perjanjian Hutang No. 3616/HI-RPH/X/FR-
HD/2019 sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah), diberi tanda :

T. X

2. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Ringkasan Perjanjian Hutang RPH No.

3616/HI-RPH/X/FR-HD/2019 sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta

rupiah), diberi tanda : T. 2;

3. 1 (satu) set fotocopy Bukti Perjanjian Hutang No. 3129/HI-RPH/IX/FR-
HD/2019 tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima

ratus juta rupiah), diberi tanda : T. 3;

4. 1 (saw) lembar fotocopy Bukti Ringkasan Perjanjian Hutang RPH No.
3129/HI-RPH/IX/IFR-HD/2019, tanggal 17 September 2019 sebesar

Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), diberi tanda : T. 4;--secemnecannnaan

5. 1 (salu) set folocopy Bukti Perjanjian Hutang No. 3352/HI-RPH/X/FR-

HD/2019, tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus

juta rupiah), diberi tanda : T. 5;

6. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Ringkasan Perjanjian Hutang RPH No.
3352/HI-RPH/X/FR-HD/2019, 1tanggal 02 Okiober 2019 sebesar

Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah), diberi tanda : T. 6; -—--—-------—-

7. 1 (satu) set foto copy Buki No. 011/Som/NGP/2020 tentang Surat Teguran
Hukum Ke — 1 (Pertama) dan Pemberian Batas Waktu Untuk Pemenuhan

Kewajiban Hutang PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk., Pada Tanggal 20

Januarn 2020, diberi tanda : T. 7;

8. 2 (dua) lembar foto copy Bukti No. 012/Som/NGP/2020 tentang Surat
Teguran Hukum Ke - 2 (Kedua) dan Pemberian Batas Waktu Untuk
Pemenuhan Kewajiban Hutang PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk., Pada

Tanggal 27 Januari 2020, diberi tanda : T. 8;
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9. 2 (dua) lembar foto copy Bukti No. 013/Som/NGP/2020 tentang Surat
Undangan Penyelesaian  Kewajiban  Hutang PT. HANSON

INTERNATIONAL, Thk., Pada Tanggal 03 Febmari 2020, diberi tanda: T.

9|

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Termohon PKPU telah diberi
meterai secukupnya dan bukti surat bertanda : T. 7, T. 8 dan T. 9 telah

disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda : T. | sampai

dengan T. 6 tidak dapat diperlihatkan aslinya;
Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah

mengajukan Kesimpulannya, masing-masing tanggal 2 Maret 2020, -==--=--=--==--

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon PKPU dan Termohon PKPU
tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara permohonan ini dan mohon

putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah

termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan darn putusan ini; ----------=----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Termohon PKPU dalam Jawabannya telah
mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan alasan bahwa permohonan
PKPU merupakan kwalifikasi perkara wanprestasi dan yang berwenang
bukanlah Pengadilan Niaga melainkan Pengadilan Negeri dan karena
Termohon PKPU berdomisili di Jakarta Selatan, makwa yang berwenangan

mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
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Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

eksepsi Termohon PKPU tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU) berada dalam lingkup perkara perdata khusus dan yang

berwenang mengadilinya juga adalah pengadilan khusus, yakni pengadilan

niaga pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam permohonan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah utang, yakni kewajiban yang
dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang
Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan
timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau
Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi,
memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta
kekayaan Debitor, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-
Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon PKPU berdomisili di Jakarta
Selatan, yang merupakan bagian dari wilayah Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili permohonan PKPU & quO;-----—-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka eksepsi Termohon PKPU

haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon PKPU

adalah sebagaimana tersebut diatas;
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Menimbang, bahwa Pemohon PKPU pada pokoknya mendalilkan
bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU serta utang

tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara

sederhana;
Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon PKPU | dan Il
tersebut, Termohon PKPU | dan Il dalam Jawabannya pada pokoknya

membenarkan dalil permohonan Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan
Pemohon PKPU, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan

kedudukan hukum (legal standing) Pemohon PKPU dan Termohon PKPU;-------

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU adalah perorangan, dalam
mengajukan permohonan PKPU diwakili oleh Advokat berdasarkan Surat Kuasa
Khusus dan setelah dicermati, permohonan para Pemohon telah ditandatangani
oleh Pemohon dan Advokatnya, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 224
ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Pemohon mempunyai

kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a qUO;-=-ssssasmeasazmeceeens

Menimbang, bahwa Kreditor Lain adalah perorangan, dalam mengajukan
keinginannya sebagai salah satu Kreditor dalam permohonan a quo diwakili
oleh Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan dengan demikian, maka
Kreditor Lain mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam

permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Termohon PKPU adalah badan hukum, diwakili oleh

Direkwurnya, memberikan kuasa kepada Advokat, berdasarkan Sural Kuasa

Khusus;
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Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Termohon PKPU

mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo;-------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan perimbangan-pertimbangan
tersebut, maka para pihak baik Pemohon PKPU, Kreditor lain maupun

Termohon PKPU telah mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam

permohonan a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan
Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberadaan

bukt surat Pemohon PKPU, Kreditor lain serta bukt surat Termohon PKPU; -----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon PKPU telah diberi
meterai secukupnya dan seluruh bukti surat Pemohon PKPU telah disesuaikan

dengan aslinya;

Menimbang, bahwa seluruh bukt surat Kreditor lain telah diberi meterai

secukupnya dan seluruh bukt surat Kreditor Lain telah disesuaikan dengan

aslinya;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Termohon PKPU telah diberi
meterai secukupnya dan bukti surat bertanda : T. 7, T. 8 dan T. 9 telah
disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda : T. | sampai

dengan T. 6 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat Termohon PKPU yang tidak dapat
diperlihatkan aslinya tdak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus
dikesampingkan, kecuali bersesuaian dengan bukti surat Pemohon PKPU atau

bukti surat Kreditor Lain serta diakui keberadaannya oleh Pemohon PKPU atau

Kreditor Lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

dalil permohonan Pemohon;
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Menimbang, bahwa Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
menentukan “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur
yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor", dan ayat (3)
menentukan bahwa Kreditor yang memperkirakan Debitor tidak dapat
melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh wakwu dan dapat ditagih,
dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran
utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang

meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada

Kreditornya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor: 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada angka

2, 3 dan 6 menyatakan :

2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau

Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan; -----e---=seessaemeeees

3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau

Undang-Undang, yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan;----

6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam
jumlah vang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing,
baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau
kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib
dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada Kreditor

untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang yang diajukan oleh Krediwr ini dapat berakibat Palilit jika

Debitor pada akhirmya ftidak mau mengajukan Rencana Perdamaian atau

Hal 29 dari 39 hal Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
Dactmmer
Kopanteraan Uankaman Agusg Depabih vl Ak irar sebagar Destih homisan Mars anah Agung ittt pelapanes pubih Sanspamss dan s usteite
Namus ferman AN 10K gD BAUDD San helerinan 0. ., L
Dl bat Anc Sommas 2 e aaes da, namin wey
Ema Teip' 021, e o = = Halaman 29

36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. hk
P

hagung.go.id

Rencana Perdamaian yang diajukan tidak disetujui oleh Para Kreditur, maka
untuk dapat mengabulkan permohonan PKPU, Pengadilan selain mengacu
pada ketentuan pasal 222 ayat (3) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga harus mengacu
pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 8 ayat (4) Undang-undang No. 37
tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
yaitu : “apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukii secara sederhana
bahwa debiur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas
sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih"; -=-—-=-==-see=seeex

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

dalil permohonan Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Pemohon PKPU
diwajibkan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil permohonannya;--------=-==---

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon PKPU
serta jawaban Termohon PKPU dan bukti surat Pemohon PKPU bertanda : P. 2
dan P. 3 serta bukti surat Termohon PKPU bertanda : T. | dan T. 2 masing-
masing berupa Perjanjian Hutang dan Ringkasan Perjanjian Hutang, temyata
pada tanggal 17 Oktober 2019 Termohon PKPU telah meminjam uang
Pemohon PKPU sejumlah Rp.700.000.000,00 (wjuh ratus juta rupiah) dan
harus dibayar lunas oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU dalam
tenggang waktu 3 (tiga) bulan yakni tanggal 17 Januari 2020;-==s=s=r=ss=sssemmses s

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 Termohon
PKPU tidak membayar utangnya tersebut kepada Pemohon PKPU;--------—-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat tersebut, ternyata
bahwa kewajiban Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU juga harus
membayar imbalan / bunga atas pinjaman tersebut sebesar 10,50 % p.a atau

Rp.6.041.096,00 (enam juta empat puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah)

setiap bulannya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon PKPU
yang dibenarkan oleh Termohon PKPU, ternyata bahwa imbalan / bunga yang
dibayar oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU hanya hanya (satu) kali
saja, yakni pada tanggal 17 November 2019 sejumiah Rp.6.041.096,00 (enam
juta empal puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah); ---———---—=--—--—- -

Menimbang, bahwa hal ini berarti bahwa Termohon PKPU tidak
melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon PKPU berkaitan dengan
imbalan / bunga pinjaman tersebut selama 2 (dua) bulan, dengan jumlah : 2 X

Rp.6.041.096,00 = Rp.12.283.562,00 (dua belas juta dua ratus delapan puluh

tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka kewajiban Termohon PKPU
yang belum dibayarnya kepada Pemohon PKPU adalah Rp.700.000.000,00 +
Rp.12.283.562,00 = Rp.712.283.562,00 (tujuh ratus dua belas juta dua ratus
delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);--=-=-s-=ssseeeeemeeeeeeens

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon PKPU bertanda :
P. 4 dan P. 6 serta bukti surat Termohon PKPU bertanda : T. 7 dan T. 8, masing-
masing berupa : Tegoran Hukum ke- 1 dan Tegoran Hukum ke- 2, ternyata
bahwa Pemohon PKPU telah menegor Termohon PKPU agar melunasi

utangnya kepada Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa selanjunya berdasarkan bukti surat Pemohon PKPU
bertanda : P. 8 dan bukti surat Termohon PKPU bertanda : T. 9, masing-masing
berupa : Undangan Penyelesaian Kewajiban Utang PT. Hanson International
Tbk,(Termohon PKPU), ternyata bahwa Pemohon PKPU telah mengundang

Termohon PKPU untuk hadir dalam rangka penyelesaian kewajibannya kepada

Pemohon PKPU;
Menimbang, bahwa sampai dengan permohonan PKPU a quo diajukan
ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Termohon PKPU

tetap tidak melunasi utangnya tersebut kepada Pemohon PKPU;----r=sessmreemenens
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Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-
perimbangan tersebut, maka telah terbukti adanya utang Termohon PKPU
kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sejumlah
Rp.712.283.562,00 (wjuh ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu

lima raws enam puluh dua rupiah) serta adanya utang tersebut telah dapat

dibuktikan secara sederhana,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kreditor Lain bertanda :
KL. 2, KL, 3, KL. 4 dan KL. 5 serta buki surat Termohon PKPU bertanda : T. 3,
T. 4, T. 5 dan T. 6, masing-masing berupa Perjanjian Hutang dan Ringkasan
Perjanjian Hutang, ternyata pada tanggal 17 September 2019 dan 2 Oktober
2019 Termohon PKPU telah meminjam uang Kreditor Lain sejumlah
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp.600.000.000,00 (enam ratus
juta rupiah) dan utang tersebut harus dibayar lunas oleh Termohon PKPU
kepada Kreditor Lain dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan yakni tanggal 17

Desember 2019 dan 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 dan
2 Januari 2020 Termohon PKPU tidak membayar utangnya tersebut kepada

Kreditor lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka utang Termohon PKPU
yang belum dibayar kepada Kreditor lain sampai pada batas wakw yang
ditentukan tersebut adalah Rp.1.100,000.000,00 (satu milyar seratus juta

rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat tersebut, ternyata
bahwa kewajiban Termohon PKPU kepada Kreditor Lain juga harus membayar
imbalan / bunga atas pinjaman tersebut sebesar 9,5% p.a setiap bulannya;------

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata tidak
diketahui secara pasti, apakah imbalan / bunga atas pinjaman tersebut telah

dibayar lunas oleh Termohon PKPU kepada Kreditor Lain; -----=ss-=sssseesseemeunes
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Menimbang, bahwa mengenai berapa sebenarmnya jumlah utang
Termohon PKPU kepada pemohon PKPU tidaklah dipersoalkan, yang penting
adanya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU; e eeeeemmmeremeemacnnens

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka jumlah utang pokok yang

belum dibayar oleh Termohon PKPU kepada Kreditor Lain adalah

Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata
Termohon PKPU telah membenarkan adanya utangnya tersebut kepada

Kreditor Lain dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Termohon PKPU belum
membayar utangnya kepada Kreditor Lain tersebut dan utang tersebut telah
pula jatuh waktu dan dapat ditagih dan dapat dibuktikan dengan sederhana ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, maka telah terbukti Termohon PKPU mempunyai 2 (dua) kreditor,
yakni Pemohon PKPU dan Kreditor Lain serta Termohon PKPU tidak membayar
lunas utangnya tersebut yang telah jatuh wakiu dan dapat ditagih serta adanya

utang Termohon tersebut dapat dibuktikan secara sederhana;

Menimbang, bahwa dengan perhatikan tenggang waktu tidak dibayarnya
utang Termohon PKPU tersebut, maka Pemohon PKPU dan Kreditor Lain
sebagai Kreditor patut memperkirakan Termohon PKPU sebagai debitor tidak
dapat membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut,
sebagaimana ditentukan dalam Pasa 222 ayat (3) Undang-undang No. 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(PKPU);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah
adil dan patut untuk mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan Pemohon PKPU untuk sementara

yaitu selama 43 (empat puluh tiga) hari, terhitung sejak putusan Penundaan
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Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara ini diucapkan untuk
kemudian mengadakan sidang tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU) Sementara ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 227 UU RI
No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada waktu dan tempat

sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; ----------—--—--——-—-

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini untuk sementara yaitu 43 (empat
puluh tiga) hari, maka Majelis Hakim haruslah menunjuk Hakim Pengawas yang

berasal dari Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat

sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, Maijelis Hakim haruslah
mengangkat Pengurus, sebagaimana ditentukan Pasal 225 ayat (3) Undang-
undang No0.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dalam permohonan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, Pemohon PKPU telah memohon

ditunjuk sebagai Pengurus :

¢ Muhammad Deni, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP)
Nomor AHU.AH.04.03-89 tertanggal 11 April 2016, beralamat kantor
terdaftar di Law Office Batubara & Bels (B&BELS), Apartemen Kebagusan

City Tower C Lantai Dasar No. KC-30 JIl. Baung, Kebagusan, Jakarta

Selatan 12520, DKI Jakarta;
* Rinaldi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum
dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Buki

Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU-95 AH.04.03-
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2019 tertanggal 2 April 2019, beralamat kantor terdaftar di Gedung Trio,
Lantai 2, Ruang 203, J.. Mampang Prapatan Raya No. 17 EF, Jakara

Selatan, DK Jakarta;

* Enriko Simanjuntak, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP)
Nomor AHU.AH.04.03-54 tertanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor
terdaftar di Kantor Hukum NRM & Enriko Law Office, Jl. Kayu Barat 53A,

Kayu Putih, Jakarta 13210; dan;

* Riski Maruli, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat
Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU.AH.04.03-

47 tertanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor terdaftar di Pondok Tirta

Mandala, Blok D No. 1&2, Depok, Jawa Barat;
Sebagai Tim Pengurus dalam perkara a quo, dan untuk selanjutnya
sebagal Tim Kurator dalam hal TERMOHON PKPU/ DEBITOR dinyatakan

Pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon PKPU bertanda :
P. 10 sampai dengan P. 17, ternyata bahwa Muhammad Deni, S.H.MH,
Rinaldi, S.H, Enriko Simanjuntak, S.H dan Riski Maruli, S.H masing-masing
menyatakan bersedia untuk diangkat dan ditunjuk menjadi Pengurus dalam
proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan / atau Kurator dalam hal
permohonan PKPU dinyatakan pailit dalam perkara ini, menyatakan tidak
memiliki benturan kepentingan dengan pihak terkait dalam perkara ini, dan tidak
sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU serta
terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus pada Kementerian Hukum dan HAM RI,
oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon PKPU yang

berkaitan dengan keberadaan Tim Pengurus tersebut patut dapat dikabulkan; -
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Menimbang, bahwa oleh karena Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang yang diajukan oleh Kreditur ini dapat berakibat Pailit jika Debitor pada
akhirmya tidak mau mengajukan Rencana Perdamaian atau Rencana
Perdamaian yang diajukan tlidak disewjui oleh Para Kreditur, maka Tim

Pengurus PKPU juga sekaligus menjadi Tim Kurator apabila Termohon PKPU

dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) ini untuk sementara yaitu 43 (empat puluh tiga)
hari, maka Tim Pengurus haruslah diperintahkan untuk memanggil Termohon
PKPU dan para Kreditor untuk datang pada sidang yang diselenggarakan pada
hari : Kamis, tanggal 16 April 2020 pukul 09.00 Wib bertempat di ruang sidang

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta PUSat; «----s=-s=ssseesemmsemennes

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimintakan mengenai biaya
kepengurusan dan fee pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
dalam petitum permohonan Pemohon PKPU, namun menurut Majelis Hakim

penetapan tersebut akan diberikan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang berakhir;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan perkara aquo akan

ditetapkan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selesai; -----------

Memperhatikan Pasal 222 ayal (3) jo, Pasal 224 ayat (1) dan (3) jo.
Pasal 225 ayat (3) dan (4) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta

ketentwan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon PKPU;
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DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

yang diajukan oleh Pemohon PKPU;

2. Menyatakan Termohon PKPU Sementara / PT.Hanson International Thk
dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk paling

lama 43 (empat puluh tiga) hari sejak tanggal putusan ini diucapkan; -------

3. Menunjuk sdr. Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., Hakim Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk
mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT.Hanson

International, Tbk;

4,  Menunjuk dan mengangkat :

* Muhammad Deni, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP)
Nomor AHU.AH.04.03-89 tertanggal 11 April 2016, beralamat kantor
terdaftar di Law Office Batwbara & Bels (B&BELS), Apartemen
Kebagusan City Tower C Llantai Dasar No. KC-30 Jl. Baung,
Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, DKI Jakarta;----«-=««ressseremammmrcanan

* Rinaldi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian
Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat
Bukt Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU-95
AH.04.03-2019 tertanggal 2 April 2019, beralamat kantor terdaftar di
Gedung Trio, Lantai 2, Ruang 203, JI. Mampang Prapatan Raya No. 17

EF, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

* Enriko Simanjuntak, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP)
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Nomor AHU.AH.04.03-54 tertanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor
terdaftar di Kantor Hukum NRM & Enriko Law Office, JI. Kayu Barat

53A, Kayu Putih, Jakarta 13210; dan;

e Riski Maruli, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat
Buki Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor
AHU.AH.04.03-47 tertanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor terdaftar
di Pondok Tirta Mandala, Blok D No. 1&2, Depok, Jawa Barat;--------=----
Sebagai Tim Pengurus dalam perkara a quo, dan untuk selanjutnya
sebagai Tim Kurator dalam hal TERMOHON PKPU / DEBITOR

dinyatakan Pailit;

5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan Jasa bagi pengurus akan

ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(PKPU) berakhir;

6.  Membebankan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU) ini kepada Termohon yang besamya akan ditentukan
setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir; -«----
Demikian diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis Hakim
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu,
tanggal 4 Maret 2020 oleh kami : Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H., sebagai Ketua
Maijelis, Robert, S.H.M.Hum dan Dulhusin, S.H.,M.H, masing-masing sebagai
Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret
2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh : Adelina Hutabarat, S.H,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut, dihadiri oleh Kuasa

Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,
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ROBERT, S.H.M.Hum. DESBENNERI SINAGA, S.H. M.H.

DULHUSIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ADELINA HUTABARAT, S.H,,M.H.
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